STUDI ANALISIS PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 8

TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013






1. Keputusan Mahkamh Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 tentang 
pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden berlaku seketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum yang menyatakan Pasal-pasal yang dimohonkan telah dinyatakan 
bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai hukum 
mengikat, tidak lagi menunggu Tahun 2019, putusan Mahkamah 
Konstitusi tersebut memuat norma dan bersifat mengatur yang melanggar 
aturan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi hanya 
sebagai negatif legislator bukan positif legislator yang menjadi 
kewenangan lembaga Legislatif. 
2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dilaksanakan 
tidak mempunyai dasar hukum atau inkonstitusional karena dasar hukum 
pelaksanaan pemilihan umum tersebut telah dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat yang telah di 
putuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013, dan 
ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan 
putusan itu berlaku seketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
B. Saran 
1. Seharusnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 47 
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan berlaku seketika 
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Serta tidak memuat putusan 
yang memuat norma dan mengatur. Mahkamah Konstitusi harus tetap 
dijalur yaitu sebagai negatif legislator. 
2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan dengan 
dasar hukum dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan undang-undang 
dan konstitusional, sehingga pemilu yang dilaksanakan tidak dikatakan 
sebagai Pemilu Inkonstitusional. Selain dari pada itu Pemilu Presiden dan 
dan Wakil Presiden tidak menggunakan Presidensial Treshold karena tidak 
sesuai dengan pemilu serentak. 
 
